PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1977
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI PERKAPALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan industri perkapalan sesuai
dengan wawasan nusantara, dipandang perlu
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan
fasilitas produksi dari Proyek-proyek Galangan Kapal Padang,
Gresik, Makassar, dan Bitung secara berdayaguna dan
berhasil guna;

b. bahwa guna  menyelenggarakan kegiatan industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dapat
berjalan lancar dan berkembang menurut prinsip-prinsip
ekonomi yang rasionil, dipandang perlu menentukan bentuk
usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya yaitu
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969,

c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969,
penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam rangka
pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan
dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-Undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9 Tahun 1969
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-


http://www.djpp.depkumham.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2904);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan
Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2987);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA  UNTUK  PENDIRIAN  PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI PERKAPALAN.
BAB 1
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2.

Pasal 2
Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk
menyelenggarakan pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan usaha
industri perkapalan dan yang sejenis serta usaha perdagangannya dalam arti
kata seluas luasnya.

BAB I

MODAL PERSERO

Pasal 3

D Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud
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